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Abstrak 

Penelitian ini mengeksplorasi peran pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 

mendeteksi fraud pada pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dengan latar belakang 

simplifikasi proses pengadaan, penelitian ini mengidentifikasi potensi risiko penyimpanan dan 

cara pemeriksa BPK mengantisipasi serta menangani risiko tersebut. Kajian teoritis mencakup 

regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan e-katalog. Melalui pendekatan kualitatif, data 

diperoleh dari wawancara dengan pemeriksa BPK yang bertugas pada empat 

kementerian/lembaga tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan 

yang disederhanakan meningkatkan risiko terkait validasi produk dan verifikasi harga, 

menekankan pentingnya strategi pemeriksaan yang efektif oleh BPK untuk mendeteksi 

ketidakwajaran harga dan potensi fraud. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran 

pemeriksa BPK dalam memahami regulasi dan prosedur pengadaan melalui e-katalog serta 

kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal potensi fraud, dengan tujuan 

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. 

Kata Kunci: Pemeriksaan BPK, Pengadaan E-Katalog, Penyimpangan Belanja Negara 

Abstract 

This study explores the role of auditors from the Audit Board of Indonesia (BPK) in detecting 

fraud in the procurement of goods and services through e-katalog. Against the backdrop of 

simplified procurement processes, this research identifies potential fraud risks and how BPK 

auditors anticipate and handle these risks. The theoretical review covers regulations on 

government procurement and e-purchasing procedures. Using a qualitative approach, data 

were obtained from interviews with BPK auditors assigned to four ministries/agencies in 2023. 

The results indicate that the simplified procurement process increases risks related to product 

validation and price verification, highlighting the importance of effective audit strategies by 

BPK to detect price irregularities and potential fraud. This study emphasizes the crucial role 

of BPK auditors in understanding e-katalog procurement regulations and procedures, as well 

as their ability to identify early signs of potential fraud, aiming to enhance accountability and 

efficiency in the use of state budgets. 

Keywords: BPK Audit and Examination, E-Katalog Procurement, Fraud in Public Expense 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengadaan barang jasa merupakan kegiatan yang rawan penyimpangan dalam pengelolaan 

belanja negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, (Indra, Iskak, J., Khaq, A., 2022). 

Penyimpangan pengadaan barang jasa dapat terjadi dalam semua jenis metode pemilihan 

dari tender, penunjukan langsung hingga pembelian langsung. Katalog elektronik (e-

katalog) merupakan pembelian langsung melalui elektronik untuk pengadaan yang cepat 

dan mudah.  

E-katalog diharapkan mempermudah dan menjadikan proses pengadaan barang jasa 

menjadi lebih transparan. Katalog Elektronik adalah solusi bagi percepatan pemilihan 

penyedia barang jasa yang sedang diterapkan oleh pemerintah, bisa dikatakan ini 

diujicobakan kepada pengadaan barang jasa kita agar permasalahan-permasalahan waktu 

yang sering terjadi di proses pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan dengan cepat, 

(Ramli, S., 2023). 

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 telah menetapkan strategi 

percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM pada pelaksanaan 

pengadaan barang jasa pemerintah. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

ditugaskan mendorong penggunaan e-purchasing dalam pengadaan barang jasa 

pemerintah melalui e-katalog. Selanjutnya LKPP melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 

122 Tahun 2022 menetapkan simplifikasi penayangan produk untuk mempermudah proses 

pendaftaran dan penayangan e-katalog.  

Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2023, e-katalog ditargetkan digunakan 

sebanyak 30% dari realisasi pengadaan barang jasa tahun 2023 untuk mendorong 

penggunaan produk dalam negeri dan menggerakkan UMKM, dan akan terus ditingkatkan 

pada tahun berikutnya. Dengan kemudahan dalam penanyangan membawa risiko adanya 

pihak yang memanfaatkan metode pemilihan e-katalog untuk memeperoleh keuntungan 

yang melanggar ketentuan (Ramli, S., 2023). 

Pengadaan e-katalog efektif digunakan untuk belanja rutin dan belanja barang yang 

diproduksi dan sudah mempunyai standar produk seperti alat tulis kantor, meubelai kantor, 

laptop dan printer. Tidak semua komoditas pengadaan tepat dilakukan dengan e-katalog. 

Dalam prakteknya e-katalog juga dilakukan untuk pengadaan membutuhkan proses 
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metoda pelaksanaan seperti jasa event organizer dan jasa konsultan. Jenis pekerjaan 

tersebut tidak tepat dilaksanakan dengan mekanisme e-purchasing karena pembentuk 

harga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor (Sumarsono, S., 2023). 

Tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2024 mengungkap empat 

bentuk kecurangan pengadaan barang jasa melalui e-katalog: perubahan harga barang yang 

dijual oleh perusahaan di e-katalog menjadi lebih mahal; membeli barang yang baru 

diunggah oleh perusahaan di e-katalog; penyedia menyusun paket barang jualannya 

dengan sangat cepat; dan pembelian terus menerus berbagai jenis barang di penyedia yang 

sama. 

Melalui perkembangan fraud dalam keuangan negara, terdapat kasus korupsi yang 

ditangani oleh KPK yang dilaksanakan melalui e-katalog yang tidak luput menjadi area 

penyimpangan. Diskresi dan favoritisme yang dilakukan melalui kolusi telah terjadi 

penyimpangan pelaksanaan dengan pemahalan harga pekerjaan e-katalog terjadi pada 

pengadaan jasa travel Pemkab Kep Meranti, pengadaan peralatan smart city Pemko 

Bandung, dan pengadaan barang jasa Basarnas, (Iqbal Muttaqin, M, 2023). 

Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak wajib memilih harga 

termurah, namun harga terbaik sesuai identifikasi kebutuhan dan referensi harga. 

Perbandingan harga dalam kontrak dengan harga pasar tidak serta merta merupakan selisih 

kemahalan harga dalam temuan pemeriksaan. Permasalahan hukum dalam pengadaan 

barang jasa adalah tidak sesuai kualitas dan kuantitas, fiktif, suap dan gratifikasi, (Arif 

Rakhman, A., 2023).  

Kegiatan pengadaan fiktif, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi dapat 

ditelusuri dengan pengujian asersi keterjadian. Sedangkan penyimpangan pengadaan 

barang jasa berupa pinjam bendera, pemahalan harga untuk memberikan keuntungan 

kepada pihak yang tidak berhak melibatkan skema yang terorganisasi yang dirancang 

untuk disembunyikan, lebih sulit untuk dideteksi ketika dilakukan bersamaan dengan 

kolusi, (Keputusan BPK No 3 Tahun 2018, Juklak Pemeriksaan Kepatuhan). 

Sebelum simplifikasi penayangan produk e-katalog, terdapat tahap pengendalian 

verifikasi harga produk oleh LKPP. Pemeriksaan belanja barang jasa e-katalog pada 

sebelum simplifikasi itu difokuskan pada kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan. 

Pergeseran proses bisnis dalam pemilihan pengadaan barang jasa e-katalog, memunculkan 

risiko penyimpangan harga yang untuk diawasi oleh auditor internal (inspektorat) dan 



 
 

3 
 

dideteksi oleh auditor eksternal pemerintah (BPK RI). Atas kondisi tersebut pemeriksa 

BPK sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan 

pengelolaan keuangan negara telah bebas dari kesalahan dan fraud, (Indra, Ishak, J., Khak, 

A., 2022). 

Seiiring dengan penggunaan e-katalog secara masif, pemeriksa BPK menghadapi 

tantangan untuk dapat mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan e-katalog atas kolusi 

pengguna dan penyedia jasa untuk menimbulkan ketidakwajaran harga. Pemeriksa harus 

dengan cermat menilai kemahalan atas barang jasa dirancang sebagai keuntungan pihak 

yang tidak seharusnya.  

Peranan pemeriksa BPK diperlukan dalam rangka mengawal pelaksanaan pengadaan 

barang jasa e-katalog sehingga dapat memenuhi tujuannya untuk menciptakan pengadaan 

yang cepat, transparan dan terhindar dari masalah korupsi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pelaksana pengadaan barang jasa e-katalog 

• Penggunaan e-katalog tidak tepat untuk semua jenis pengadaan 

• PPK tidak membuat spesifikasi dan referensi harga secara memadai 

• Terdapat kasus korupsi disertai kolusi ketidakwajaran harga e-katalog 

Pemeriksa BPK dalam pengadaan barang jasa e-Katalog 

• Pemeriksa BPK perlu meningkatkan pemahaman prinsip dan tahapan e-katalog 

• Pemeriksa BPK menghadapi tantangan untuk menguji kewajaran harga e-katalog 

• Pemeriksa BPK perlu menyesuaikan strategi pemeriksaan barang jasa e-katalog 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini menilai pengujian pengadaan e-katalog terhadap tim pemeriksa laporan 

keuangan pada empat kementerian lembaga Tahun 2023. Penelitian ini tidak mencakup 

pengujian substansi atas pengujian pada pengadaan e-katalog yang menggunakan metode 

mini kompetisi dan pekerjaan konstruksi. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian kualitatif ini terdiri atas: 

1) Bagaimana pemahaman pemeriksa BPK terhadap dampak simplifikasi pengadaan 

barang jasa pemerintah melalui e-katalog?  

2) Bagaimana strategi pemeriksaan dalam mendeteksi ketidakwajaran harga yang 

mennimbulkan fraud pengadaan barang jasa melalui e-katalog? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Peran pemeriksa BPK dalam menilai risiko yang tepat dan melakukan prosedur audit yang 

akurat diperlukan untuk menyimpulkan apakah belanja pemerintah yang dilaksanakan 

melalui e-katalog telah sesuai ketentuan atau terdapat fraud penyimpangan dalam 

pelaksanaan belanja negara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami respon pemeriksa BPK terhadap risiko yang 

ditimbukan atas simplifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog dan 

menggali sejauh mana pemeriksa BPK menyiapkan strategi pengujian dalam pengujian 

simplifikasi pengadaan barang jasa e-katalog.  

1.6 Manfaat Penelitian 

E-katalog dicanangkan pemerintah untuk digunakan sebagai metode pengadaan barang 

jasa yang utama dalam merealisasikan belanja negara. Penelitian ini diharapkan 

meningkatkan awareness bagi pemeriksa BPK dan auditor internal pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pehaman timbulnya risiko fraud dalam 

pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang jasa e-katalog. Penulisan ini juga 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan BPK 

tentang kesiapan pemeriksa BPK menyikapi kondisi terkini dalam pengadaan barang jasa 

melalui e-katalog. 
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